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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat,
kompetensi pengelola BUMDes, akuntabilitas pengelolaan BUMDes, dan
perencanaan strategis. Sampel yang digunakan adalah ketua dan bendahara BUMDes
yang terdapat Di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan metode purposive
sampling. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Uji
Hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis SEM (structural equation
modelling) berbasis variance atau partial least squares dengan menggunakan aplikasi
software SmartPLS V.3.2.8. Hasil penelitian menunjukan bahwa perencanaan
strategis berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes, partisipasi
masyarakat secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap
akuntabilitas pengelolaan BUMDes melalui perencanaan strategis, dan kompetensi
pengelola BUMDes secara langsung tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas
pengelolaan BUMDes, serta  kompetensi pengelola BUMDes secara tidak langsung
berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes melalui
perencanaan strategis.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Pengelola BUMDes, Akuntabilitas
Pengelolaan BUMDes, dan Perencanaan Strategis.

PENDAHULUAN

Pengembangan ekonomi di wilayah pedesaan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah melalui berbagai kebijakan belum memberikan dampak yang optimal
bagi masyarakat di pedesaan. Salah satu bentuk pendekatan yang diharapkan mampu
menggerakkan perekonomian di pedesaan, yang melalui kelembagaan ekonomi yang
sepenuhnya dikelola oleh masyarakat desa adalah melalui Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 pasal 78 ayat 1,
untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, pemerintah Desa dapat

mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa yang



dimiliki. Berdasarkan Undang- Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan
bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut dengan BUM Desa adalah
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna
mengelola aset, jasa pelayanan, dan wusaha lainya untuk sebesar-besarnya

kesejahteraan masyarakat Desa.

Dilihat dari berbagai aspek, BUMDes telah memberikan potensi yang besar
dalam hal perekonomian Indonesia. Adanya potensi yang besar dalam hal
peningkatan perekonomian Indonesia, maka pemerintah dengan gigihnya
menggerakan BUMDes hingga ke pelosok nusantara (ksp.go.id). Tak hanya itu,
bahkan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro
Sandjojo berharap agar prioritas penggunaan dana desa 2019 lebih banyak
dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi, karena ia merasa bahwa program

pembangunan untuk infrastruktur telah dirasa cukup (finance.detik.com).

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu
kewajiban dari pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban,
menyajikan dan mengungkapkan mengenai segala aktivitas serta kegiatan yang
menjadi tanggungjawabnya, kepada pihak yang memberikan amanah, dimana pihak
pemberi amanah tersebut memiliki hak dan kewenangan untuk meminta
pertanggungjawaban. Mardiasmo (2002) juga membagi akuntabilitas menjadi dua
bagian, yakni akuntabilitas terhadap otoritas yang lebih tinggi (vertikal) serta
akuntabilitas kepada masyarakat luas (horizontal). Menurut Darise (2006)
akuntabilitas merupakan suatu perwujudan dari suatu pertanggungjawaban seseorang
atau sekelompok orang, dengan tujuan untuk memberikan pertanggungjawaban
terkait dengan pengelolaan dan pengendalian sumber daya, serta  pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan kepadanya, dalam rangka pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan. Akuntabilitas menjadi hal yang penting bagi pemerintah, karena
akuntabilitas dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengetahui apakah program yang
telah dijalankan oleh pemerintah itu telah berhasil atau tidak, selain itu akuntabilitas
juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk menemukan cara yang nantinya akan
digunakan untuk memperbaiki program agar menjadi lebih baik (Onuorah dan Appah,

2012).


http://ksp.go.id/bangun-desa-melalui-bumdes/index.html
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4416915/2019-mendes-ingin-alokasi-dana-desa-lebih-banyak-untuk-bumdes

Menurut Nurdin (2014), perencanaan strategis merupakan proses yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima
tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang dimiliki, yang
dihadapi, dan yang mungkin timbul. Nurdin (2014) menyatakan bahwa dalam sistem
akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah yang merupakan instrumen
pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk
melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi
pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber
daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis,
nasional dan global. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suwono (2018),
hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif perencanaan strategis
terhadap kinerja perusahaan diterima artinya perencanaan strategis memiliki
pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan di PDAM Tirta Wijaya Kabupaten
Cilacap. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Zakiyah (2016), dalam
penelitiannya mengemukakan bahwa perencanaan strategis tidak berpengaruh secara
langsung maupun tidak langsung dengan melalui inovasi terhadap kinerja usaha

UMKM potensi ekspor di Blitar.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan
program-program terkait dengan pembangunan desa, maka dapat dipastikan bahwa
partisipasi masyarakat akan diperoleh jika progam-program yang akan dijalankan
sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Hardianti ez al., 2017). Berdasarkan penelitian
yang telah dilakukan oleh Mada et al., (2017) Di Kabupaten Gorontalo, partisipasi
masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan
dana desa. Artinya bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka akuntabilitas
pengelolaannya bagus. Penelitian yang di lakukan oleh Kasila & Kolopaking (2018)
menyatakan bahwa pengaruh partisipasi, khususnya partisipasi pemuda dalam
perkembangan BUMDes masih dalam taraf kategori sedang. Berbeda dengan
penelitian yang dilakukan oleh Hardianti et al, (2017), dalam penelitiannya
mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan sangat rendah.
Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang betapa

pentingnya partisipasi mereka dalam mendukung program pembangunan tersebut.

Kompetensi adalah kapasitas untuk menangani suatu pekerjaan atau tugas

berdasarkan suatu standar yang telah ditetapkan. Aparatur pemerintah harus memiliki
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keahlian yang baik, atau paling tidak memiliki keinginan untuk terus belajar dalam
rangka meningkatkan kualitas atau kompetensinya. Menurut Aini et al, (2014)
mengemukakan bahwa kompetensi aparatur pemerintah memiliki hubungan positif
dan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini sejalan
dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri et al, (2015) yang menyatakan bahwa
kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rofika dan
Ardianto (2014), dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa kompetensi aparatur
pemerintah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah. Kompetensi pegawai dalam suatu instansi tidak berperan dalam

pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan penelitian terdahulu, pengaruh partisipasi masyarakat terhadap
akuntabilitas belum konsisten. Peneliti menduga bahwa pengaruh partisipasi
masyarakat terdahap akuntabilitas akan efektif jika partisipasi masyarakat dalam
bentuk masukan-masukan digunakan untuk perencanaan strategis. Jika perencanaan
strategis tersebut diimplementasikan, dan dijalankan dengan baik, maka dapat
meningkatkan akuntabilitas. Berdasarkan peneliti terdahulu, pengaruh kompetensi
terhadap akuntabilitas belum konsisten. Peneliti menduga bahwa dalam melakukan
perencanaan strategis, tidak hanya melibatkan orang-orang yang pandai saja, namun
juga harus melibatkan orang-orang yang berkompeten. Dengan adanya kompetensi
pengelola BUMDes yang baik, maka dapat melakukan penyusunan perencanaan
strategis dengan baik. Kemudian, apabila perencanaan strategis yang telah disusun
oleh orang yang berkompeten tersebut dijalankan dengan baik, maka dapat

meningkatkan akuntabilitas.

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka peneliti melakukan replikasi dari
penelitian Mada et al., (2017). Perbedaan penelitian ini dari penelitian terdahulu yaitu
sampel penelitian diambil di Kabupaten Bantul. Penelitian ini juga menghilangkan
variabel komitmen organisai, serta mengganti variabel akuntabilitas pengelolaan dana
desa menjadi akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Dalam penelitian ini juga

menambahkan variabel perencanaan strategis sebagai variabel intervening.



TINJAUAN PUSTAKA
Teori Stewardship

Menurut Donaldson & Davis (1991), teori Stewardship merupakan teori yang
memberikan gambaran tentang kondisi para manajer yang tidak memiliki dorongan
untuk melakukan pencapaian tujuan individu, namun lebih terdorong untuk
melakukan pencapaian tujuan dari suatu organisasi. Teori ini telah dirancang untuk
mendorong para eksekutif sebagai steward untuk bertindak sesuai dengan keinginan
prinsipal. Perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya, karena steward
akan berusaha untuk mencapai tujuan organisasinya. Teori steward akan digunakan
oleh peniliti untuk menguji motivasi eksekutif dalam organisasi untuk bertindak baik

terhadap prinsipalnya.

Pengaruh perencanaan strategis terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes
Perencanaan strategis adalah proses memutuskan bagaimana mencapai
serangkaian tujuan strategis. Menurut Nurdin (2014), perencanaan strategis
khususnya digunakan untuk mempertajam fokus organisasi, agar semua sumber
organisasi digunakan secara optimal untuk melayani misi organisasi itu. Perencanaan
strategis menekankan pentingnya membuat keputusan-keputusan yang menempatkan
organisasi untuk berhasil menanggapi perubahan lingkungan. Fokus perencanaan
strategis adalah pada pengelolaan strategis, artinya penerapan pemikiran strategis

pada tugas memimpin sebuah organisasi guna mencapai maksudnya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Rue & Ibrahim (1998),
terdapat hubungan positif antara perencanaan strategis dengan kinerja. Dengan
adanya perencanaan strategis, maka dapat meningkatkan keuntungan. Perencanaan
strategis juga merupakan kunci untuk menuju sukses. Menurut penelitian yang telah
dilakukan oleh Shrader et al (1989), terdapat kaitan yang erat antara perencanaan
strategis dengan kinerja. Ketika perencanaan strategis diterapkan dengan baik, maka
akuntabilitas pengelolaan BUMDes juga akan baik. Karena, dengan adanya
perencanaan strategis yang baik, maka pengelolaan BUMDes akan lebih terarah
sesuai dengan visi, misi, tujuan, serta sasaran yang telah disusun sehingga

akuntabilitas akan meningkat. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang diajukan

adalah:



H: : Perencanaan strategis berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan

BUMDes.

Pengaruh partisipasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung
dengan melalui perencanaan strategis terhadap akuntabilitas pengelolaan
BUMDes

Akuntabilitas menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk
kesejahteraan masyarakat. Keputusan yang akan diambil oleh pengelola BUMDes
haruslah melibatkan masyarakat, hal ini sejalan dengan teori partisipasi yang
menjelaskan bahwa masyarakat harus terlibat secara langsung dalam proses
pemerintahan dan pengambilan keputusan (Handayani, 2006). Hidayah (2017)
menyatakan bahwa dalam proses perencanaan program penggunaan dana desa
diwilayah Wonodadi telah melaksanakan prinsip partisipatif. Menurut Juwita (2014)
perencanaan anggaran memiliki pengaruh yang positif terhadap akuntabilitas publik
di provinsi Banten.

Berdasarkan penelitian yang telah diakukan oleh Umaira & Adnan (2019),
menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas
pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Medianti (2018), menyatakan
bahwa terdapat pengaruh dari partisipasi terhadap akuntabilitas dana desa, hal ini
dibuktikan dengan semakin meningkat partisipasi masyarakat, maka semakin tinggi
jumlah individu yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan
kegiatan yang menyangkut dengan kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi
keterlibatan individu tersebut maka semakin tinggi pula rasa tanggungjawab mereka
untuk melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan. Berdasarkan uraian di atas
maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

Hoza : Partisipasi masyarakat berpengaruh positif secara langsung terhadap akuntabilitas
pengelolaan BUMDes.
Hap : Partisipasi masyarakat secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap

akuntabilitas pengelolaan BUMDes melalui perencanaan strategis.

Pengaruh kompetensi pengelola BUMDes secara langsung maupun tidak
langsung dengan melalui perencanaan strategis terhadap akuntabilitas
pengelolaan BUMDes

Aparat yang berkompeten akan menghasilkan output yang baik, yang sesuai

dengan prinsip akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan teori stewardship, dimana aparat
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yang bertugas sebagai pelayan memiliki kewajiban untuk melayani sebagai wujud
akuntabilitas, sehingga pada saat pengambilan keputusan yang berhubungan dengan
pengelolaan BUMDes akan menghasilkan keputusan yang terbaik guna memberikan

pelayanan yang terbaik sesuai dengan tugas yang seharusnya.

Kompetensi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas. Aziz
(2016) mengemukakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas
pengelolaan dana desa adalah kompetensi sumber daya manusia. Fahrul (2017)
menyatakan bahwa kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh positif terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Menurut Juwita (2014) perencanaan
anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik di provinsi Banten.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

Hsa : Kompetensi pengelola BUMDes berpengaruh positif secara langsung terhadap
akuntabilitas pengelolaan BUMDes.
Hab : Kompetensi pengelola BUMDes secara tidak langsung berpengaruh positif

terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes melalui perencanaan strategis.

Model Penelitian
Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan model penelitian sebagai

berikut:

Partisipasi Masyarakat

(X1)

Perencan?an Akuntabilitas
Strategis Pengelolaan BUMDes

(Me) (Y)

Kompetensi pengelola
BUMDes

(X2)

METODE PENELITIAN
Sampel dan Data
Dalam penelitian ini, peneliti menentukan objek penelitiannya yaitu BUMDes

yang ada di Kabupaten Bantul. Subyek dalam penelitian ini adalah pengelola



BUMDes yang ada di Kabupaten Bantul. Sedangkan untuk subjek penelitian yaitu
ketua dan bendahara BUMDes yang terdapat Di Kabupaten Bantul. Data dalam
penelitian ini adalah data kuantitatif dan jenis data berupa data primer. Dalam
pengambilan sampel, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling.
Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan

kuesioner.

Skala Pengukuran

Seluruh variabel diukur dengan menggunakan skala likert 1-5. Skala tersebut
menunjukkan, yaitu: 1) Sangat Tidak Setuju (STS), 2) Tidak Setuju (TS), 3)
Ragu-ragu (RR), 4) Setuju (S), dan 5) Sangat Setuju (SS).

Definisi Operasional Variabel

Partisipasi masyarakat merupakan hal yang harus ada demi terwujudnya cita-cita
organisasi. Dalam program pemerintah, partisipasi masyarakat menjadi bagian yang
terpenting, sehingga pemerintah berupaya untuk mengembangkan partisipasi
masyarakat tersebut. Dengan partisipasi yang bagus, maka program pemerintah dapat
berjalan dengan baik karena masyarakat benar-benar terlibat dalam program tersebut.
Variabel partisipasi masyarakat diukur dengan menggunakan kuesioner yang
dikembangkan oleh Daud (2017). Kuesioner terdiri dari 5 item pertanyaan yang
berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan BUMDes.

Kompetensi adalah keahlian dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang yang
meliputi pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku yang dibutuhkan dalam
melaksanakan tugasnya, sehingga efektif, profesional, dan efisien dalam pelaksanaan
tugas oleh pegawai dapat tercipta. Variabel kompetensi pengelola BUMDes diukur
dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Harningsih (2012).
Kuesioner terdiri dari 11 item pertanyaan.

Perencanaan merupakan proses untuk menentukan sasaran yang ingin dicapai,
serta tindakan yang seharusnya dilakukan. Perencanaan juga merupakan suatu
aktivitas yang bertujuan dan dinamis yang berkenaan dengan pencapaian tujuan yang
diinginkan. Variabel perencanaan strategis diukur dengan menggunakan kuesioner
yang dikembangkan oleh penulis mengenai indikator-indikator dari perencanaan
strategis yang dikutip  dari Fred & Forest (2015). Kuesioner terdiri dari 7 item

pertanyaan.



Akuntabilitas merupakan bentuk korelasi yang terjadi antara pihak pengelola
dengan masyarakat. Pihak pengelola berkewajiban kepada masyarakat dalam
memberikan informasi mengenai suatu keadaan yang sebenarnya, dimana hal ini
menjadi sangat penting, karena prinsipal perlu mengetahui semua keadaan yang
terjadi di masyarakat. Iyoha dan Oyerinde (2010) menerangkan bahwa pengelola
memiliki peran yang penting dalam keberhasilan tingkat akuntabilitas publik, dimana
tingkat akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap kepuasan publik. Akuntabilitas
pengelolaan BUMDes diukur dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan
oleh Apriyani (2015). Kuesioner tersebut terdiri dari 5 item pertanyaan.

Metode Analisis Data

1. Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data
dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul
sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk

umum atau generalisasi.

2. Model Pengukuran atau Outer Model

Outer model menunjukkan bagaimana sebuah konstruk/variabel manifes
merepresentasikan atau memperlihatkan konstruk/variabel laten untuk diukur.
Evaluasi PLS model pengukuran atau outer model digunakan untuk melihat
maupun menilai validitas dan reliabilitas model. Model pengukuran dievaluasi
melalui convergent validity dan discriminant validity dari indikator-indikator
pembentuk konstruk laten untuk melihat validitas konstruk, serta composite
reliability dan cronbach alpha untuk blok indikatornya untuk melihat reliabilitas

konstruk.

3. Pengujian Model Struktural atau Inner Model
a. Coefficient of Determination (R?)

Evaluasi atau penilaian model struktural dilakukan dengan melihat nilai
R-square pada setiap variabel dependen sebagai kekuatan prediksi dari
model struktural. Nilai R-squares 0,75 memiliki intepretasi bahwa model

yang dibangun kuat, nilai 0,50 memiliki intepretasi bahwa model yang



dibangun moderat, dan nilai 0,25 memiliki intepretasi bahwa model yang

dibangun lemabh.
Uji hipotesis

Setelah melihat nilai R-square, evaluasi model struktural dilanjutkan
dengan melihat nilai signifikansi untuk melihat pengaruh antar konstruk.
Melihat nilai signifikansi dilakukan melalui prosedur resampling dengan
teknik bootstrapping. Bootstrap menggunakan seluruh sampel asli dalam
melakukan resampling, dengan rekomendasi untuk number of bootstrap
samples yakni sebesar 5.000 atau lebih besar dari sampel asli. Nilai
signifikansi (two-tailed) yang digunakan yakni sebesar 1,96 dengan
significance level sebesar 5%. Ukuran signifikansi keterdukungan hipotesis
dapat dilihat melalui nilai P-Values. Ketika P-Values memiliki nilai kurang

dari 0,05 maka untuk hipotesis yang dibangun terdukung atau diterima.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peneliti mengambil sampel sebanyak 48 BUMDes yang terdapat di Kabupaten

Bantul. Kuesioner yang berhasil dikirim untuk seluruh BUMDes yang ada di

Kabupaten Bantul adalah 100%. Untuk kuesioner yang berhasil kembali adalah

sebesar 59%. Jumlah kuesioner yang tidak kembali adalah sebesar 41%.

1.

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk melihat gambaran mengenai

berapa jumlah sampel, minimum, maksimum, mean, dan standar devisiasi dari
masing-masing variabel penelitian. Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada
tabel berikut:
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2.

Tabel 1: Statistik Deskriptif

Variabel N Std. Kisaran Teoritis ‘Kisaran Aktual

Dev Min | Max | Mean | Min | Max | Mean

Partisipasi

Masyarakat 57 13.379 5 25 15 5 25 20.63

(PM)

Kompetensi

Pengelola 57| 6.519 11 | 55 33 14 | 55 45.88

BUMDes (KP)

Akuntabilitas

Pengelolaan 571 3.183 5 25 15 5 25 20.89

BUMDes (AP)

Perencanaan

Strategis (PS) 57| 3.495 7 35 21 16 | 35 28.04

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil perhitungan uji statistik
deskriptif mengenai jawaban responden untuk setiap variabel penelitian dimana
keseluruhan berjumlah 57 jawaban reponden. Seluruh variabel menunjukkan
nilai minimum dan mean (rata-rata) dari kisaran aktual lebih besar daripada nilai
minimum dan mean (rata-rata) dari kisaran teoritis. Selain itu, seluruh variabel
juga memiliki nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai mean

(rata-rata) pada kisaran aktual yang menunjukkan semakin kecil penyimpangan

yang terjadi. Dengan demikian, tanggapan responden baik dan di atas perkiraan.

Menilai Outer Model atau Measurement Model

a. Uji Validitas

Uji validitas convergent dapat dilihat dari nilai loading factor untuk

masing-masing indikator konstruk. Nilai loading factor merupakan korelasi

antara skor item dengan skor kosntruk yang dibangun.

Tabel 2: Outer Loadings/Loading Factor

(Measurement Model)

Model | Modifikasi | Modifikasi
Konstruk

Awal 1 2
Akuntabilitas Pengelolaan BUMDes (AP)
AP 1 0,816 |0,815 0,816
AP 2 0,856 | 0,855 0,855
AP 3 0,828 |0,828 0,828
AP 4 0,868 | 0,869 0,868
AP 5 0,646 | 0,647 0,648
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Kompetensi Pengelola BUMDes (KP)
KP 1 0,895 0,895 0,894
KP 2 0,898 10,898 0,897
KP 3 0,542 |0,542 0,539
KP 4 0,816 |0,816 0,816
KP 5 0,886 | 0,886 0,887
KP 6 0,891 0,891 0,891
KP 7 0,865 0,856 0,856
KP 8 0,725 10,726 0,728
KP 9 0,833 0,833 0,833
KP 10 0,868 | 0,868 0,867
KP 11 0,876 0,876 0,875
Partisipasi Masyarakat (PM)

PM 1 0,874 |0,874 0,874
PM 2 0,848 | 0,849 0,849
PM 3 0,804 | 0,805 0,806
PM 4 0,860 | 0,860 0,860
PM 5 0,879 10,879 0,878
Perencanaan Strategis (PS)

PS 1 0,823 0,833 0,849
PS 2 0,840 | 0,867 0,893
PS 3 0,811 0,840 0,867
PS 4 0,723 0,719 0,710
PS 5 0,603 0,564 0,506
PS 6 0,511 0,478 -

PS 7 0,498 |- -

Sumber : Pengolahan Data Dengan PLS, 2019

Tabel 2 hasil pengolahan data yang telah dimodifikasi tahap 2 dengan
menggunakan smartPLS, dapat dilihat bahwa semua indikator pembentuk

konstruk memiliki nilai loading factor diatas 0,50. Dengan demikian, maka

seluruh konstruk telah memenuhi convergent validity.

Setelah adanya eliminasi indikator yang belum memenuhi convergent

validity, pengujian validitas convergen dilanjutkan dengan dengan cara

melihat nilai AVE dan communality pada seluruh konstruk.

Tabel 3: Construct Validity

Konstruk AVE Communality
AP 0,651 0,871
KP 0,692 0,963
PM 0,729 0,910
PS 0,606 0,865

12




Berdasarkan tabel 3, untuk masing-masing konstruk memiliki nilai AVE
lebih dari 0,50, dan memiliki nilai communality lebih dari 0,70. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa konstruk yang dibangun mempunyai
convergent validity yang baik. Hal tersebut dibuktikan dengan
masing-masing kontruk memiliki nilai loading factor lebih dari 0,50, nilai

AVE lebih dari 0,50, serta nilai communality lebih dari 0,70.

Mengevaluasi Discriminant Validity

Validitas  diskriminan  berhubungan  dengan prinsip  bahwa
pengukur-pengukur atau variabel manifes konstruk yang berbeda sebaiknya
tidak memiliki korelasi yang tinggi. Dengan demikian, pengujian validitas
diskriminan dilakukan untuk membuktikan apakah indikator pada suatu
konstruk akan memiliki nilai /oading factor terbesar pada konstruk yang

dibentuknya daripada loading factor dengan konstruk yang lain.

Tabel 4: Nilai Discriminant Validity (cross

loading)

AP KP PM PS
AP 1 0,816 | 0,503 | 0,557 | 0,652
AP 2 0,855 | 0,576 | 0,758 | 0,619
AP 3 0,828 | 0,543 | 0,634 | 0,690
AP 4 0,868 | 0,597 | 0,640 | 0,602
AP 5 0,648 | 0,468 | 0,465 | 0,590
KP 1 0,537 | 0,894 | 0,649 | 0,563
KP 2 0,480 | 0,897 | 0,489 | 0,529
KP 3 0,210 | 0,539 | 0,307 | 0,225
KP 4 0,539 | 0,816 | 0,549 | 0,569
KP 5 0,451 | 0,887 | 0,450 | 0,449
KP 6 0,627 | 0,891 | 0,510 | 0,597
KP 7 0,614 | 0,856 | 0,495 | 0,620
KP 8 0,638 | 0,728 | 0,569 | 0,646
KP 9 0,652 | 0,833 | 0,542 | 0,672
KP 10 0,524 | 0,867 | 0,465 | 0,560
KP 11 0,614 | 0,875 | 0,470 | 0,629
PM 1 0,715 | 0,590 | 0,874 | 0,579
PM 2 0,631 | 0,529 | 0,849 | 0,675
PM 3 0,565 | 0,465 | 0,806 | 0,504
PM 4 0,683 | 0,414 | 0,860 | 0,537
PM 5 0,663 | 0,514 | 0,878 | 0,618
PS 1 0,659 | 0,730 | 0,568 | 0,849
PS 2 0,663 | 0,684 | 0,628 | 0,893
PS 3 0,594 | 0,631 | 0,523 | 0,867
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3.

PS 4 0,658 | 0,315 | 0,591 | 0,710
PS 5 0,451 | 0,132 | 0,293 | 0,506
Sumber : Pengolahan Data Menggunakan PLS, 2019

Berdasarkan tabel 4, nilai cross loading yang diperoleh menunjukkan
adanya validitas diskriminan yang baik. Hal ini dibuktikan dengan nilai
korelasi antara indikator terhadap konstruknya bernilai lebih tinggi
dibandingkan dengan nilai korelasi antara indikator terhadap konstruk yang
lainnya. Sebagai contoh, AP 1 (indikator pertanyaan untuk akuntabilitas
pengelolaan BUMDes) memiliki nilai loading factor sebesar 0,816, lebih
besar dari nilai loading factor konstruk lainnya, yakni KP, PM, serta PS.

Cronbach’s alpha dan composite reliability merupakan nilai yang akan
mencerminkan tingkat reliabilitas suatu konstruk. Uji reliabilitas dilakukan
guna membuktikan akurasi, konsistensi, serta ketepatan instrumen dalam
mengukur suatu konstruk. Konstruk dapat dikatakan reliabel apabila
memiliki nilai cronbach’s alpha lebih dari 0,60, serta memiliki nilai

composite reliability lebih dari 0,70.

Tabel 5: Composite Reliability dan Cronbach’s Alpha

Konstruk gz;?f bol‘Z;f Cronbach’s Alpha
AP 0,904 0,863
KP 0,961 0,954
PM 0,931 0,907
PS 0,881 0,828

Sumber : Pengolahan Data Menggunakan PLS, 2019

Berdasarkan tabel 5 diatas, pada masing-masing konstruk memiliki nilai
cronbach’s alpha lebih dari 0,60. Pada masing-masing konstruk juga
memiliki nilai composite reliability lebih dari 0,70. Dengan demikian, maka

untuk masing-masing konstruk memiliki tingkat reliabilitas yang baik.

Pengujian Struktur Model (Inner Model)

a.

Coefficient of Determination (R?)
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Pengujian struktur model atau inner model dilakukan untuk mengetahui
kekuatan estimasi hubungan antara variabel independen dengan variabel
dependen. Evaluasi PLS model struktural atau inner model digunakan untuk

melihat serta memprediksi hubungan antar variabel laten.

Tabel 6: Nilai R-Square
Konstruk R-Square
AP 0,707
PS 0,576
Sumber: Pengolah Data Menggunakan PLS, 2019

Berdasarkan tabel 6, hasil evaluasi inner model menunjukkan
bahwa nilai Adjusted R Square untuk variabel Akuntabilitas Pengelolaan
BUMDes (AP) adalah sebesar 0,707. Hal ini menunjukkan bahwa 70,7%
variabel akuntabilitas pengelolaan BUMDes dapat dijelaskan oleh 2 (dua)
variabel, yakni partisipasi masyarakat dan kompetensi pengelola
BUMDes. Sisanya yakni sebesar 29,3% dijelaskan oleh variabel lain
diluar model penelitian. Sedangkan nilai Adjusted R Square untuk
variabel Perencanaan Strategis (PS) adalah sebesar 0,576. Hal ini
menunjukkan bahwa 57,6% variabel perencanaan strategis dapat
dijelaskan oleh 2 (dua) variabel independen, yakni partisipasi masyarakat
dan kompetensi pengelola BUMDes. Sisanya yakni sebesar 42,4%
dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

b. Uji Hipotesis

Dasar yang digunakan dalam menguji hipotesis adalah nilai yang

terdapat pada output results for inner weights.
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Tabel 7: Results of Inner Weights

Original
. Saiple Mean of Sm’?d‘{rd T-Statistics | P-Val
Relation Estimate Subsamples | Deviation (O/STERR) | ues
(0) ™M) (STDEYV)

KP-AP 0,160 0.135 0,101 1,575 0,058
PM-AP 0,397 0,380 0,110 3,603 0,000
PM-PS 0,430 0,419 0,124 3,462 0,000
KP-PS 0,432 0,420 0,120 3,607 0,000
PS-AP 0,400 0,424 0,109 3,674 0,000
KP-PS-AP 0,173 0,179 0,072 2,395 0,008
PM-PS-AP 0,172 0,175 0,064 2,682 0,004

Sumber : Pengolahan Data Menggunakan PLS, 2019

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel 7, pengujian hipotesis
pertama yakni pengaruh perencanaan strategis terhadap akuntabilitas
pengelolaan BUMDes menunjukkan nilai original sample estimate (O)
sebesar 0,400 dengan nilai positif, dan memiliki nilai P-Value sebesar 0,000.
Nilai P-Value yang kurang dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa hipotesis
mengenai perencanaan strategis berpengaruh positif terhadap akuntabilitas
pengelolaan BUMDes terdukung.

Pada tabel 7, pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas
pengelolaan BUMDes memiliki nilai original sample estimate (O) sebesar

0,397 dan bernilai positif, serta p-value sebesar 0,000 kurang dari 0,05.

Dengan demikian, maka hipotesis mengenai partisipasi masyarakat
berpengaruh positif secara langsung terhadap akuntabilitas pengelolaan
BUMDes terdukung. Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap

akuntabilitas pengelolaan BUMDes melalui perencanaan strategis memiliki
nilai original sample estimate (O) sebesar 0,172 dan bernilai positif, serta
memiliki p-value sebesar 0,004 kurang dari 0,05. Dengan demikian, maka
hipotesis mengenai partisipasi masyarakat berpengaruh positif secara tidak
langsung dengan melalui perencanaan strategis terhadap akuntabilitas
pengelolaan BUMDes terdukung.

Pada tabel 7, pengaruh kompetensi pengelola BUMDes terhadap

akuntabilitas pengelolaan BUMDes memiliki nilai original sample estimate
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(O) sebesar 0,160 dan bernilai positif, serta memiliki nilai P-value sebesar
0,058 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, maka hipotesis mengenai
kompetensi pengelola BUMDes berpengaruh positif secara langsung
terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes tidak terdukung. Pengaruh
kompetensi pengelola BUMDes terhadap akuntabilitas pengelolaan
BUMDes melalui perencanaan strategis memiliki nilai original sample
estimate (O) sebesar 0,173 dan bernilai positif, serta memiliki nilai p-value
sebesar 0,008 kurang dari 0,05. Dengan demikian, maka hipotesis mengenai
kompetensi pengelola BUMDes berpengaruh positif secara tidak langsung
dengan melalui perencanaan strategis terhadap akuntabilitas pengelolaan
BUMDes terdukung.

Pengujian Tambahan

Dalam penelitian ini, terdapat pengujian tambahan mengenai pengujian untuk
masing-masing BUMDes. Dalam uji tambahan ini, yang menjadi sampel penelitian

adalah BUMDes yang terdapat Di Kabupaten Bantul.

Tabel 8: Results of Inner Weights

Original
. Safzple Mean of Sm’?d‘{rd T-Statistics | P-Val
Relation Estimate Subsamples | Deviation (O/STERR) | ues
(0) ™M) (STDEYV)

KP-AP 0,519 0.159 0,123 1,297 0,098
PM-AP 0,296 0,270 0,233 1,271 0,102
PM-PS 0,642 0,658 0,097 6,587 0,000
KP-PS 0,247 0,247 0,102 2,435 0,008
PS-AP 0,441 0,470 0,219 2,015 0,022
KP-PS-AP 0,109 0,118 0,076 1,440 0,075
PM-PS-AP 0,283 0,309 0,152 1,866 0,031

Sumber : Pengolahan Data Menggunakan PLS, 2019

Berdasarkan pengujian dengan menggunakan unit analisis BUMDes, pengaruh
kompetensi pengelola BUMDes terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes
memiliki taraf  signifikansi 9,8%. Ketika terdapat perencanaan strategis sebagai
variabel mediasi, pengaruh kompetensi pengelola BUMDes terhadap akuntabilitas

pengelola BUMDes memiliki taraf signifikansi 7,5%, dengan demikian maka
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perencanaan strategis sebagai variabel mediasi mempunyai peran memediasi penuh
(fully mediated) hubungan antara kompetensi pengelola BUMDes terhadap
akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Pengaruh partisipasi masyarakat tidak
berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes, kemudian dengan adanya
perencanaan strategis sebagai variabel mediasi, partisipasi masyarakat berpengaruh
positif terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes dengan taraf signifikansi 5%.
Dengan demikian, perencanaan strategis sebagai variabel mediasi mempunyai peran
memediasi penuh (fully mediated) hubungan antara partisipasi masyarakat terhadap

akuntabilitas pengelolaan BUMDes.

Pengaruh Perencanaan Strategis terhadap Akuntabilitas Pengelolaan BUMDes

Hasil pengujian hipotesis pertama (Hi) menunjukkan bahwa perencanaan
strategis berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Semakin
baik perencanaan strategis yang dilakukan akan meningkatkan akuntabilitas
pengelolaan BUMDes. Adanya perencanaan strategis yang baik dalam pengelolaan
BUMDes, maka akan dengan mudah mencapai tujuan BUMDes yang telah
ditetapkan.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat secara langsung maupun tidak langsung
dengan melalui perencanaan strategis terhadap Akuntabilitas Pengelolaan
BUMDes

a) Partisipasi masyarakat secara langsung berpengaruh positif terhadap

akuntabilitas pengelolaan BUMDes.

Menurut teori stewardship, pengelola yang diberi tugas dan
tanggungjawab harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam
bentuk laporan yang sesuai dengan aturan dan akuntabel, sehingga dengan
terlibatnya masyarakat dalam memantau dan menilai pengelolaan BUMDes,
akan mengurangi tingkat kecurangan atau penyelewengan yang akan
dilakukan oleh pengelola dikarenakan dipantau dan harus memberikan
pelayanan yang baik kepada masyarakat. Akuntabilitas pengelolaan
BUMDes akan menjadi patokan pengelola dalam menetapkan kebijakan dan
pengambilan keputusan. Dengan terlibatnya masyarakat, maka pengelola

dapat mengetahui harapan yang muncul dari masyarakat.
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b) Partisipasi masyarakat secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap

akuntabilitas pengelolaan BUMDes melalui perencanaan strategis.

Menurut Abe (2005:91), suatu perencanaan yang berbasis prakarsa
masyarakat adalah perencanaan yang sepenuhnya mencerminkan kebutuhan
konkrit masyarakat dan dalam proses penyusunannya benar-benar
melibatkan masyarakat. Melibatkan masyarakat secara langsung dalam
proses perencanaan akan membawa dampak penting yaitu: (1) terhindar dari
peluang terjadinya manipulasi, dan memperjelas apa yang sebetulnya
dikehendaki masyarakat; (2) memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan
perencanaan. Semakin banyak jumlah mereka yang terlibat akan semakin
baik; (3) meningkatkan kesadaran dan ketrampilan politik masyarakat.
Adanya partisipasi dari masyarakat yang menyampaikan aspirasinya, dan
kemudian aspirasi tersebut diimplementasikan dalam perencanaan strategis,

maka akuntabilitas pengelolaan BUMDes dapat meningkat.

Pengaruh Kompetensi Pengelola BUMDes secara langsung maupun tidak

langsung dengan melalui perencanaan strategis terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan BUMDes

a.

Kompetensi pengelola BUMDes secara langsung tidak berpengaruh terhadap
akuntabilitas pengelolaan BUMDes

Joko (2005) menyatakan bahwa kinerja individu dapat optimal jika
individu memiliki kompetensi yang dapat diandalkan di bidangnya.
Keandalan kompetensi sangat dipengaruhi oleh kemampuan individu, antara
lain: (1) Kompetensi pencapaian tujuan, (2) kompetensi pemecahan masalah ,
(3) kompetensi interaksi dengan orang lain dan (4) kompetensi kerja tim.
Penilaian kompetensi juga dikemukakan oleh Spencer dan Spencer (1993),
yaitu ada 20 jenis kompetensi dan salah satunya adalah kerja tim (teamwork).
Berdasarkan kuesioner yang diberikan, pertanyaan yang diajukan cenderung
menilai kompetensi individu pengelola BUMDes, sehingga tidak
mencerminkan kompetensi interaksi dengan orang lain dan kompetensi kerja
tim (teamwork). Oleh karena itu kompetensi pengelola BUMDes tidak
berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes.
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b. Kompetensi pengelola BUMDes secara tidak langsung berpengaruh positif

terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes melalui perencanaan strategis

Menurut Sumarsono (2003) sumber daya manusia merupakan kualitas
usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam jangka waktu yang telah
ditentukan agar menghasilkan barang atau jasa. Menurut Robbin (2007)
kompetensi merupakan kemampuan (ability) atau kapasitas seseorang untuk
mengerjakan  berbagai tugas dalam pekerjaannya, yang mana
kemampuannya tersebut terdiri dari faktor kemampuan intelektual dan fisik.
Berkaitan dengan pengelolaan BUMDes, tentu saja sumber daya manusia
yang memumpuni sangat diperlukan dalam penyusunan perencanaan
strategis serta akuntabilitas pengelolaannya. Jika pengelola BUMDes
berkompeten dalam menyusun perencanaan strategis, tentu saja akan

meningkatkan akuntabilitas dari pengelolaan BUMDes tersebut.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh partisipasi
masyarakat dan kompetensi pengelola BUMDes terhadap akuntabilitas pengelolaan
BUMDes yang dimediasi dengan perencanaan strategis. Penelitian ini dilakukan pada
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terdapat Di Kabupaten Bantul, Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan pengujian dan analisis yang telah
dilakukan, maka dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah perencanaan strategis
berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes, partisipasi
masyarakat secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap
akuntabilitas pengelolaan BUMDes melalui perencanaan strategis, dan kompetensi
pengelola BUMDes secara langsung tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas
pengelolaan BUMDes, sedangkan kompetensi pengelola BUMDes secara tidak langsung
berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes melalui perencanaan
strategis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka saran yang dapat
diberikan peneliti adalah diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menambahkan
variabel-variabel penelitian yang berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan
BUMDes, seperti pemanfaatan teknologi informasi dan ada penelitian selanjutnya
diharapkan untuk memperluas subyek penelitian yang dilakukan serta menambah

besaran sampel yang diuji. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan
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hasil yang memiliki tingkat generalisasi yang lebih tinggi. Perluasan subyek
penelitian diharapkan tidak hanya sebatas pada satu kelompok atau wilayah tertentu,
namun beberapa lingkup kelompok maupun wilayah yang lebih luas lagi, seperti
pada tingkat provinsi maupun pulau.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yakni penelitian ini masih
menggunakan cakupan wilayah sampel yang masih kecil, yakni hanya dalam satu
kabupaten sehingga hasil dan kesimpulan penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan

untuk seluruh BUMDes diseluruh Indonesia.
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